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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG A ESA

BUPATI KARO,

MAH

b.

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) 
- 

Peraturan

Pemerintah Nomo' Sg fa-ft:un' 2OO7 ientang Pengelolaan

Uang Nega'a7n ae,rah d'isebutkan bahwa

Gubernur/Bupati/Walikota -menunjuk 
Bank Umum

untuk *"rryi*fi" U"t'g Daerah yang 
. 
berasal dari

penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran

daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam h.rrrf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang i;;;';"; Pengelolaan Uang Daerah

Kabupaten Karo;

Unrlang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1956 ilf;t"'g Pembentukan Daerah otonom

Kabupaten Ii;;;;"*en,- Dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumat"^ra Uit'^ (Lembaran Negara Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lemtaran Negara Nomor 1092);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan UZgara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zo-o+ Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a355);

Undang Unclang Nomor 33 Tahun ?OO1 
tentang

Perimbangan Keuangan antata Pernerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Ilembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind"onesia Nomor 4a3$;

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik

2.

3.

qtI
1

YAlr'IIATANGAN

Indonesia ...



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamblhan.Lembaran

Negara n"prUiitt 
-L'do'""ia. Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah b;;;p" kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor g t'h"' 2ALS tentang Perubahan Kedua

Atas Undang - Und'ang Nomor 23 Takrun 2014 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58' Tambahan Lembaran

ii"*t" Republik Indonesia Nomor 5679)'

5.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2oo7tentang
Pengelolaan ,j;G N" garal 

^Daerah 
(Lembaran Negara

Republik frraorr""l" fatrun 2OO7 Nomor 83' Tambahan

Lembaran N"g"." R"publik Indonesia Nomor a7381;

6.PeratrrranMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006
tentang p.ao*'rl Pengelo"laan Keuangan Daerah

sebagaimtr" t"f"ft bebera[a kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2-1.Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri ltomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

inaonesia Tahun 2otl Nomor 310);

5.PeraturanDaerahKabupatenKaroNomor35Tahun2006
tentang Pokol - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten tca,o (Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2006 Nomor 34);

6.PeraturanDaerahKabupatenKaroNomor05Tahun2016
tentang p"*t",'t'ttu" da" Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten K^ro (Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2016 Nomor 05);

T.PeraturanBupatiKaroNomor35Tahun2016tentang
Kedudukan, br"rrru.r,. organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata ;.,j; t""'"fk"t Daerah (Berita Daerah

*abupaten Karo tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPENGELOLAAN
UANG DAERAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaks-ud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo'

2. pemerintakr Daerah adalah Blpati dan perangkat daerah'

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah'

a rl
3. Daerah...



3. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah' adalah

kesatuan *""vJr"tit hurium 
-yang 

mempunyai batas -
batas wit.Vaf' Vang berwenang mengatur dan mengurus

urusan p"*lii'tfr'"t' d'an kepentingan masyarakat

setempat *",""'t prakarsa send'iri berJasarkan aspirasi

masyarakat dalarn- sistem Ntgur" Kesatuan Republik

Indonesia.
4. BuPati adalah BuPati Ka'ro'

5. Perangkat Ot""f' adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan perwakilan Rakyai Daerah Kabupaten daram

penyelen ggaraar_ Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenang*;--d'""t' kabupaten I1"g- terdiri dari

Sekretariat Daerah, sekretaiiat DPRD, Dinas Daerah,

Badan Daerah dan Kecamatan'

6. Satuan 
";; 

tengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah

pada pemeriniaf' daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang' yarrg juga melaksanakan

pei[e1o1ar-., k"t'"ttgan- daerah'
7. Keuanga" ;;";;; adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalarn rangka penyelenggaraar. pemerintahan

daerah ,;; a"p":t ainital dengan uang termasuk

didalamny;'3"g;il blntuk kekayaan Y?tg berhubungan

;;"g; hlr. a"i kewajiban daerah tersebut'

8. Pengelola.r, 
- f""""gl" Daerah adalah keseluruhan

kegiatan ;"* 
- 
*"Tlp'ti perenc arraafl' pelaksanaan'

penataus ulueJ., pelapo-ran'- pertanggungjawaban' dan

pengawasan keuangan daerah'
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapat," d"' Bellnja Daerah Kabupaten Karo'

10. Pejabat Pengelola {eyalgat' D-191?h yang selanjutny-a

disingkat pp"XO adalah Kepala Sfe]<!--1ang mempunyal

tugas melaksanakan pt"g"tot"an APBD dan bertindak

se6agai Bendahara Umum Daerah'

11. Bendahara Umum Daerah yang ge.laniutnVa disingkat

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas

sebagai fungsi Bendahara Umum Daerah '

12. Kuasa geridahara Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat [,a"t BUD adalah pejablllttg diberi kuasa

untuk melaksanakan sebagai tugas |YD'
13. Bank u*..i,,,-;;alah Banfy"rrg melaksanakan kegiatan

usaha """u.rr- 
konvensional yang d31am kegiatannya

memberikan jasa d'alam lalulintas pembayaran'

t4. Kas umum baerah adalah tempat penyimpanan uang

daerahyangditentukanolehBupatiuntukmenampung
seluruh ffi".i*u"" daerah dan untuk membayar

seluruh Pengeluaran daerah'
15. Rekening KIs Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk *".r.*ptt'ig seluruir p--enerimaan daerah dan

digunakan untuk rnembayar seiuruh pengeluaran daerah

pr.a^ bank Yang ditetaPkan'
16.Uangoaerahadalahuangyangd"ikuasaiolehBendahara

Umum Daerah' 
lr ' Penerimaan " '

"q



17. Penerimaan Daerah adalah
daerah.

18. Pengeluaran Daerah adalah

uang Yang masuk ke kas

uang Yang keluar dari kas

daerah.
Lg. PendapatanDaerah adalah hak pemerintah daerah yang

diakui ".U"g"i 
penambahan nilai k ekay aan bersih'

20. Belanja D;?;"h adalah kewajibat'Pgt"tintah daerah

yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih'

2t. Pengelola""-U"tig aaJan kegiatan -pengeiolaan 
yang

mencaku;";;61aan kas dan"surat berharga termasuk

kegiatan.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran ultrf melaksanakan

tugas pot of. d; fungsi Perangkat Daerah yang

diPimPinnYa'
23. Bend.ahara pengeluaran adalah orang yang_ ditunjuk

untuk menerima, menyimpan' . 
membayarkan'

menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang

untuk f."p"rf""" belanja daeryrh dalam rangka

pelaksan""n Apgp pada Perangkat Daerah'

24. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan dan mempertanggungja'wabkan uang

pend"apat.., a''t"'f' dalam iangka 
-peiaksanaan APBD

pada Perangkat Daerah'
25. Anggaran k.* adalah dokumen perkiraan arus kas

masuk y*r,g U"'sumber dari penerimaan dan perkiraarr

arus kas kJluar untuk *"r,gu-i.rr ketersediaan dana yang

cukup il; mendanai p"etat sanaan kegiatan calam

setiaP Periode'
26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD

adalah dokumen yang meiyatakan .tersedianya 
dana

untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan

SPP.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya

disingkat 
-Stt uadtf' dokumen yang diterbitkan oleh

pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaan

kegiatanl- beidahara pJ"gJ"ttt" untuk mengajukan

permintaan PembaYar-an'
2g. surat periniah Mlmbayar ya.'g selanj-utnya disingkat

SPMadalahdokumenyang"digunakan/diterbitkanoleh
p"rggrrr.--"rrgg.,"'/kuasa pengguna- anggaran untuk

penerbitan Sp2n atas beban pengeluaran Dokumen

Pelaksanan Anggaran Perangkat Daerah'

29. Uang Persedia?n ad'alah sejumlah tgtg tunar yang

disediakan untuk Perangkat - 
Daerah dalam

melaksanakan kegiatan operasional sehari - hari'

30. Surat Perintah Pencaiian Dana yang selanjutnya

disingkat ipzn adalah dokumen yang digunakal-seb:-g:t

dasar pencairan d'ana yang diterbitkan oleh BUD

berdasarkan SPM'

vq
Bagian ...



Bagian Kedua
Ruang LingkuP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Uang Daerah

Peratrlran BuPati ini adalah:

a. BUD;
b. Uang Daerah;
;- RekJning Kas Urnurn Daerah;

d. B'unga dan/atau jasa giro;

e. Penerimaan Pemerintah. Daerah;

f. Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah;

g. Perencanaan Kas Pemerintah Daerah;

fr'. Pengelolaan Kekur angan I Kelebihan Kas;

i. Pertanggu"gr;;;;;?an Pelaporan Y"tg Daerah;

j. Pengawa"r,iP""gelolaan Uang Daerah;

k. Sanksi;

BAB II
BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 3

(1)KepalaSatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerahbertindaksebagai
BUD.

(2|KepalaSKPKDselakuBUDdibantuolehKuasaBUDuntuk
melaksanakan tugas - 1.rJ"l t"u"rra"r, araa,- yang berkaitan dengan

fengelolar,, uu'gbaerah dan surat berharga'

Pasal 4

Wewenang BUD dalam pengelolaan uang daerah meliputi:

a. memberikan petunjuk teknis p"i-"k"u".ru-r-, sistem penerimaan dan

pengeluaran Kas Daerah;

b. memantau pelaksanaan penerimaan ,dan pengeluaran Anggaran

pendapatu"., d., belanja n"Jon oleh bank d'anlata'u lembaga keuangan

lainnYa Yang telah ditunjuk;
c. mengusah.f,r.., dan mengatur dana yang diperiukan dalam pelaksanaan

nrrg{r.r", Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. *Jt Yi*Pan Uang Daerah;
;. melJksanakan pJ'""'pttan Uang Daerah;

f. melakukrr, 
'*pail 

iivuun berdisarkan permintaan pejabat Pengguna

;;;;;;;" atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan

g. me?iyajif<an informasi Keuangan Daerah;

Pasal 5

BUDdapatmemberikankuasakepadaPejabatdibawahnyauntuk
melaksanakan sebagian tugasnYa'
Pejabat yang diberi 

-k,."u. ot"r, Bup sebagaimana tersebut pada ayat (1)

disebut Kuasa BUD.
PenunjukanruasaBUDsebagaimanad.imaksuddalamayat(2)
ait"tu,pt r.n dengan Keputusan Bupati'

(4) Kuasa " '

yang diatur dalam

(1)

(2j

-q
(3)



(4) Kuasa BUD bertugas :

a. menyiaPkan Anggaran Kas;
b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan;

d. menyimpan eeltrruh bukti asli kepemilikan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kuasa

BUD mempunyai wewenang :

a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga

keuangan lainnYa Yang ditunjuk;
b. mengu-sahakan drn mengatur dana -yang diperlukan dalam

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. menyimpan Uang Daerah;
d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/

menatausahakan investasi;
e. melakukan pembayaran berd.asarkan permintaan pejabat Pengguna

Anggaran atas Rekening Kas Umum Daerah;
f. melaksanakan pemberiLn pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

g. melakuk.n p.rg.lolaan utang dan piutang daerah; dan

f,. melakukan penagihan piutang daerah'
Pelaksanaan tuga" d*r, *"*ur""rrg Kuasa BUD sebagaimana .dimaksud
pada ayat (4) dai ayat (5) ditetapkan de-ngan Keputusan Bupati.
penarikan dana alri 'net<ening Kas Umum Daerah di Bank Umum

dilakukan atas perintah BUD / Kuasa BUD'
pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening

;il;il; k; Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah

BUD / Kuasa BUD.

BAB III
UANG DAERAH

Pasal 6

Uang Daerah beruPa RuPiah.
Uan[ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- terdiri atas uang

d"alam Rekening il"" Umum Daerah, uang pada Bendahara Penerimaan

Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah'

Pasal 7

Penambahan Uang Daerah bersumber dari :

a. pendapatan dlerah, antara lain Pendapatan Asii Daerah, Dana

irerimbangan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah;

b. penerimaan pembiayau.rr, u"ritr"rr" Litt penerimaan pinjaman daerah,

irasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan

pelunasan Piutang; dan
c. penerimaan daerih lainnya, antara lain penerimaan perhitungan

pihak ketiga.
Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :

a.. belanja daerah;
b. ;";g;luaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang,

penyerta.r, *odu.l pemerintah daerah, dan pemberian pinjamap; dan

c. pengeluaran daerah lainnya, atttara lain pengeluaran perhiLungan

pihak ketiga.

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(1)

(2)

BABIV 
, q



(1)

(2\

(3)

(4)

BAB IV
REKENING KAS UMUM DAERAH

Pasal 8

Bupati memrnjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyatatart

untuk menyimpan Uang Or.r^fii"rrg U"ri""t dari penerimaan daerah

Jan untuk membiayai pingeluaran daerah'

KepalaSKPKDselakunuo*"*t,l."RekeningKasUmumDaerahpada
Bank Umum yang ditunjuk n rpu.ti ""bagaimani 

dimaksud pada ayat (1)'

Penunjukan e"rr? u*'* "tu"Ci*"1""agittsud 
pada ayat (1) dimuat

dalam perjanjian antara BUD d;G; lank Umrrm yang bersangkutan'

Perjanjiar, ""urg.l*tt" 
Ji*ttt*'E p"a" ayat (3) sekurang - kurangnya

mencakuP:
.. i"t i* PelaYanan Yang diberikan;
b. mekanisme p""gtf ir anlpenyaluran.d""." melalui bank;

C.pelimpahanpenerimaana.,'".taorekeningpengeluarankeRekening
kas Umum Daerah; . t -:1 ^+^^ ^^1.{^ ra1

d.. pemberi"n U-i*g u1-i""'giro/deposito/bagi hasil atas saldo rekening;

e. Lewajiban menyampaikan.laporan;
f. sanksi u".rrp. a"rrd. a"rr/"i*, p"rrg"n^an bunga yang harus dibayar

karena p"h;;;; ;;";;iA"k "'*"uid'nsan 
perj anj ian ; dan

g. tata cara penyelesaian-perselisihan'
pembukaan rekening di go"k umum oleh Bupati berdasarkan

penunjukan -"bd;ffiana aimatcsud pada ayat (1) berpedoman pada

ketentuan Yang berlaku'

Pasal 9

(1)BUD/KuasaBUDdapatmembukarekeningpenelimaanpadaBank
Umumyangditunjukor"r'Bupatiuntukmendukungkelancaran
p elaksanaatt"o p"""sit nal pe ne rimaan daerah'

(2\ Rekening ;;J;ilu'". dit"''ttsud pada aiat (1) dioperasikan sebagai

rekeningbersaldonihily".,gseluruhpenerimaannyadilimpahkanke
Rekening Kas Umur.r n..r^ti ""t rr.rrg - kurangnya sekali sehari pada

akhir hari kerja sebagaim; ;;d Jit".t"pL.n dalam perjanjian dengan

Bank Umum bersangkutan'
(3) Dalam h"t'i;.*;jiUai petimpah3n- sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

secara teknis belum dapi dilakukan setiap hari' Bupati mengatur

pelimPahan secara berkala'
(4) BUD aapai *"*u.rt a rekening pengeluaran pada Bank umum yang

ditetapkarr- oi"f, Bupati ";t;f 
*"riarrt ttg kelancaran pelaksanaan

op.ru'iio.ral Pen geluaran daerah'

(5) Rekening ;J;;?il^rr. aim"r."ra pada ayat (4) dioperasikan sebagai

rekeningyangmenamplr'*,"*dana-untukmembiayaikegiatan
peran gkat'p.Jr"r, 

"" =r.i r;; "-";;en 
geluaran yang be s arnya ditetapkan

dengan Peraturan BuPati'
(6) pemindahU.rfirr^n dana dari rekening penerimaan d'anf atau rekening

pengeluaranpad'aB?tI-UmumkJRekeningKasUmumDaerah
dit"k rkr't, atas Perintah BUD'

(7\Ketentuanlebihlanjutt.,t.,,gpembukaand.anpengoperasianrekening
pen.rimaan dan rekening pJng"luarro sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), ayat (aj iu"rr"^y.t (5) ditetapkan dengap Keputusan

BuPati.

(5)

,q
BAB V ...



BAB V
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 10

{1\ pemerintah Daerah memperoleh bunga danlatau Jasa Giro atas dana
\-' 

yang disimPan Pada BTI Umum'

(2) Bunga a^n'l utii- j.""" ait"ri*" Pemerintah Daerah atas penyimpanan

uang Daerah pada giro [.ri g""L dimana uang Daerah tersebut

(3) *1i;;Xltfi;t"y.J.* ,oi:: sebagaimana ayat (1) dan (2) secara otomatis

langsung rriJs;k ke Rekening Kas Umum Daerah'

Pasal 11

yang berada di Bank Umum lain' BUD berhak

giro pada tingkat ;;;" yang berlaku umum untukTerhadaP Uang Daerah
memperoleh bunga, jasa
keuniungan Kas Daerah'

BAB VI
PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

(1)Padasetiapawaltal.rrlnanggaranBupatimengangkatBendahara
penerimaan untuk melaksaiffi; irgr." kebendah.tr'o-tt dalam rangka

pelaksanaan angg aranp.rrJ"p",^r, p.d. organi"asi perangkat daerah di

(2) [:tftXx;l:["ifrfl,,i*f 33uu *.,*i,,1 1,*"ksud 
pada avat ( 1 ) Byn a]i

memberi izin kepada kepata ;;;"gk"; dr-"'ah di lingkuttgl' pemerintah

daerah untuk membuka reliening penerimaan pada Bank umum yang

ditetaPkan oleh BuPati'
(3) Semua p.rrJ;;;-t; asli daerah vanq ditampung di rekening

sebagaimr'rr^ ii*^ttsud pada-ayat p) setiap hari disetorkan

ke R'Jkening Kas Umum Daerah'

(1)

(2)

BAB VII
UANG PERESEDIAAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran' perangkat daerah dapat

diberikan Uang persed"iaan seba[ai uang muka untuk membiayai

kegiatan opeasional sehari - hari'
Bupati dapat memberikan ijin fembukaan rekening pengeluaran pada

Bank Umum untuk menampu;;- U;; Persed'iaan sebagaimana pada

"V"t tfl 
kepad"a Perangkat Daerah'

Pada setiap awal tahurr u'"gg*t"' 
-Bupati, 

mengangkat Bendahara

pengelua ranf g"rra.ft.tu. R"rrg"tiu araflPembantu p''du' Perangkat Daerah

untuk mengelola Uang e.r""di.u.t, y""g h3rys dipertanggufsiarnrabkan'

Dalam rangka pengelolaan r."", Brndahara Umum Daerah dapat

memerintahkan pemindahbukuan dan/ atau penutupan rekening

;""s;i;;;;; sebaglimana dimaksud pada avat (2)'

penerlmaan
seluruhnYa

(3)

'ry

(4)

Pasal t4 ...



(1)

{2)

Pasal 14

UangPersediaanhanyadapatdigunakanYitikjenispengeluaranyang
tidak dapat ail"r<."rt^" """*t ;?;;;G -"1"1 Pf*:-"erangkat 

Daerah

f."p"a" ilfrak y.ng menyediakan bara"g d":ly Jasa'

Penggunaan U;g P;sed"iaan yang menyimpang dari ketentuan

sebagaim.n. ai*.[sud pada 
"V", if |'i"*pttt"' pelanggaran dan dapat

*'fffifT.:ffffi Daerah yj.g melakukan pelanggaran berkaitan

dengan p"rrgg."tt"" Uang 
-P;;:"di;" diberikan Janksi penolakan

penlajuan pencairan dana Ganti UTg' 
- ^^iran dana seba

Dengan adanya penolakal pengajuan- pencairan dana sebaganmana

d.imaksud pada ayat (3) r"p"r" F"rangkat Daerah harus memperbaiki

administrasinya ""="'i 
dengan ketentuan berlaku'

BAB VIII
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

(1) Kepala SKPKD selaku BUD bertanggung jawa! untuk membuat

Perencanaan Kas dan menetapkan saldo kas minimal'

t2) Berdasarkan Perencan..r,--ay= Kt1--F; s19? j"" Minimal

sebagaimana pada 3y?t (1i euo menentukan strategi manajemen kas

untukmengatasikekurangankas*u''p"'untukmenggunakan
kelebihan kas' maksud pada ayat (2\ yang

(3) Strategi *-"'u"3"*T--5"." sebagaimana di

dilaksanak"' "f"n 
BUD harus dLpat memastikan:

a. pemeriniah daerah ";h1;-;;miliki 
akses ya..g cukup untuk

memperolehpersediaankasguna*"*",,,hipembayarankewajiban

t. fff?"s di atas saldo kas minimal diarahkan mendapatkan manfaat

". {ii}-"?i'JHili*"r pada Rekening Kas_ umum Daerah adalah sebesar

Rp.5.OO0'O00'000'-- (Lima Miliar Rupiah)'

(4) Dalam rangka pen]rusunan perencanaan'kr"*, perangkat daerah wajib

menyamp"i=k''" proyeksi ;;";;il""t dan penglluaran secara periodik

kePada BUD'

BAB IX
PENGELOLAAN KEKURANGAN/ KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 16

Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat meJalrykan pinjaman dari

d"a1am negeri dan/atau *"r1rJ Surat Utang Negara danlatau surat berharga

lainnya sesuai dengan tcetentuan Peraturat' P"tlrt''dang - undangan'

(3)

(4)

ar]l
Bagian ...



(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 17

Dalamhaiterjadikelebihankas,BUDdapatmenempatkanUangDaerah
pada rekening Bank sentrJgant 

' Um,um y^t'g menghasilkan

bunga/jasa grro a""g"" tingkati"ttg" 
'ang 

berlaku untuk keuntungan

Kas Umum Daerah .,r-^n Aet-toen memastikan bahwa BUD

i:::r*m#*l?''*"t?5*?x,,;t':3"x"'ffi ;;;;i"RekeningKas

Umum Daerah. ^--^+^n Trarto Daerah pada Bank
Ketentuan lebih lanjut mengenai penemprtll. uang Daerah pa

Umum ""ur.gri*^il1-ai*"r.!,ri$;;;J;t 
(1) dan" avat (2) ditetapkan

J""g." KePutusan BuPati'

Pasal 18

BUDsebagaiPejabatPengelolaKeuangan.Daerahd.alammemanfaatkan
kelebihan K^" ;i;;;;il;'l' dalam bentuk Deposito'

Penempatan Deposilo . ""U'g'i*^"' 
pada ayat (i) pada Bank yang

ditunjuk u"r'p"'neposito Berjangka dengan waktu satu bulan'

DalarnhaldanabelumdibutuhkanmakaDepositodapatdiperpanjang.
Penempatan Deposito diatu' ;;;";i;=1*I<"ri'""^*u antara Pejabat

pengelola Keuangan Daerah"- i"i"f." BUD d""gu'' Bank tempat

p.t.r-t r-*an DePosito'

BAB X

PERTANGGUNGJAWABANilNppIeponaNUANGDAERAH

Pasal 19

BUD, Bupati, d31.":*'i yii:-5"rja bertanggungiawab atas pengelolaan

B#'ffifri,"';j;'::ffig],ffilt;Ifi 
= 

v1,,F,:"nguasai U."s, Daerah

melakukan akuntansi atas p;";ili";" tl..,g baerah berdasarkan

3:?1ffi*i:1?:ii=i"-{:tlnsan- Uang Daerah dalam rangka

pertanggu.rgl.*ib''tt pemerintafi- Daerah dalam bentuk Laporan

Keuangan p"*"ii"t^t' Daerah dilakukan secara periodik'

(1)

(2\

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

t2)

Pengendalian
Bupati.
Pengawasan
oleh aParat
Keuangan.

BAB XI

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 20

internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh

fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan

pengawasan f;;;;";"i- d'aerah dan Badan Pemeriksa

?q

BAB XII ...



BAB XII
SANKSI

Pasal 21

Pelanggaranterhadapk3tgntuarrdalamPeraturanBupatiinidapa!
dikenakan h*k;;; Ld*irriut *?, a""a" dani atau tuntutan pidana sesual

[1G"t""" peraturan perundang - undangan'

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 22

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agarsetiaporangmengetahuiny*,P9*"Li,tahkanpengundanganPeraturan
Bupati ini dengan penempatancy? ;;1a* Berita naerah Kabupaten Karo'

DitetaPkan di Kabaniahe

ffi; t;ssal tz)&wd 2ot)

BuPArr rvrRo,l/

C1 ERKELIN BRAHMANA

Diundanskan ot f3llt *f ,o rt
pada tanggal 2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO'

r{1 fr. Y

lu[r<enreoRAs TERKELIN PURBA

I

g BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN zd0 NOMOR A}

PARAF HffiRARKHIS

j " r:lnreter"is
j


